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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi Daerah, 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah 

serta meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu 

dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk 
saham pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Utara; 

b. bahwa pemerintah daerah telah memenuhi jumlah 

penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan sesuai 
ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota 

Samarinda kepada Bank Kaltim, dalam hal jumlah 
penyertaan modal pemerintah daerah telah terpenuhi, 

pemerintah daerah dapat melakukan penambahan sesuai 

kemampuan keuangan daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) 

dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) 

Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2017 tentang 

Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, daerah dapat 

melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik 

Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Yang 
Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Utara; 

SALINAN 
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Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah 
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang  

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALI KOTA SAMARINDA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA 

PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM                    

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.  

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan 

yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. 

5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan 

Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah 
badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur, Pemerintah Kalimantan Utara, Pemerintah 

Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
se Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas. 

 

BAB II 

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah pada PT. BPD Kaltim-Kaltara. 

 

Pasal 3 

(1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah) dalam bentuk uang, sehingga Penyertaan Modal menjadi 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

(3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan 
dengan Keputusan Wali Kota, sesuai kemampuan keuangan daerah. 

 

Pasal 4 

Nilai akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara 

sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 49.925.000.000,00 (empat puluh 
sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk 

uang. 
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BAB III 

PENGELOLAAN 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan 

sepenuhnya oleh PT. BPD Kaltim-Kaltara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Pasal 6 

Bank Kaltimtara wajib melaporkan hasil penggunaan Penyertaan Modal 

Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Wali Kota. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. 

 

       Ditetapkan di Samarinda 

       pada tanggal 8 Desember 2021 

        WALI KOTA SAMARINDA, 
 

ttd 

 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 8 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

ttd 
                          

SUGENG CHAIRUDDIN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 26 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 

NIP. 19680119 198803 1 002 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR: 64.72/I/52/7/2021 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG  

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  

 

I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada 
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur 
permodalan, meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan 

Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memenuhi sebagian 

modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota 

Samarinda perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah 
berupa uang dan/atau barang milik daerah yang telah dilakukan 

penilaian harga oleh appraisal independen.  

  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4  

 Cukup jelas. 

Pasal 5  

 Cukup jelas.     

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7  

Cukup jelas. 

  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10. 


